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Abstract:

This study comprebensively discusses the meaning of sharia law, taklifi law, and wadh'i law in the study of ushul figh. Sharia law is the decree
of Allal SW'T related to the actions of mukallaf, whether in the form of commands, probibitions, or permissibility. Taklifi law includes
obligatory commands, recommended sunnah, forbidden prohibitions, forbidden probibitions, and permissible permissibility. Meanwhile, wadh'i
law is the law that determines a canse, condition, or obstacle (mani') in relation to the validity of taklifi law. This discussion also includes the
conditions for the implementation of sharia law, the purpose of establishing the law (maqashid al-syari'ah), and its practical implications in the
lives of Muslims. The research method used is library research, by analyzing classical and contemporary literature from ushul figh scholars. The
results of the study indicate that a deep understanding of sharia law, taklifi law, and wadh'i law is very important to provide a clear normative
foundation in the implementation of worship, muamalah, and social interactions. Thus, this study is not only theoretical but also applicable in
addressing Islamic legal issues in society.
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Abstract: Penelitian ini membahas secara komprehensif tentang makna hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadh’i
dalam kajian ushul fikih. Hukum syar’i merupakan ketetapan Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik
berupa perintah, larangan, maupun kebolehan. Hukum taklifi meliputi perintah wajib, anjuran sunnah, larangan haram,
larangan makruh, serta kebolehan mubah. Adapun hukum wadh’i adalah hukum yang menetapkan suatu sebab, syarat, atau
penghalang (mani’) dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum taklifi. Pembahasan ini juga mencakup syarat-syarat
diberlakukannya hukum syar’i, tujuan ditetapkannya hukum (maqashid al-syari’ah), serta implikasi praktisnya dalam
kehidupan umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, dengan menganalisis literatur klasik
dan kontemporer dari ulama ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap hukum
syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadh’i sangat penting untuk memberikan landasan normatif yang jelas dalam pelaksanaan
ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial. Dengan demikian, pengkajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga
aplikatif dalam menjawab permasalahan hukum Islam di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Syar’i, Hukum Taklifi, Hukum Wadh’i, Ushul Fikih, Maqashid al-Syari’ah
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PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat muslim, Pemahaman tentang hukum syar’i menjadi salah
satu fondasi penting dalam mempelajari hukum Islam. Hukum syat’i secara sederhana dapat
diartikan sebagai ketentuan yang bersumber dari syariat Allah SWT untuk mengatur perbuatan
manusia, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan. Menurut Al-Amidi, hukum syar’i
adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan,
maupun ketetapan. Definisi ini menegaskan bahwa hukum syar’i mencakup seluruh aspek yang
mengatur kehidupan manusia, sehingga umat Islam dituntut untuk memahami dan
mengamalkannya. Dengan demikian, hukum syar’i bukan hanya konsep abstrak, melainkan
aturan yang langsung memengaruhi keseharian umat Muslim.

Hukum syar’i kemudian terbagi ke dalam dua bentuk besar, yaitu hukum taklifi dan
hukum wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang secara langsung menetapkan kewajiban atau
larangan kepada manusia, sedangkan hukum wadhi adalah hukum yang menetapkan sebab,
syarat, dan penghalang dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Menurut Abdul Wahhab Khallaf,
hukum taklifi adalah khitab Allah yang mengandung tuntutan untuk melakukan atau
meninggalkan sesuatu, serta memberikan pilihan dalam hal tertentu. Sementara itu, hukum
wadhi menurut para ulama adalah khitab Allah yang menjadikan suatu perkara sebagai sebab,
syarat, atau mani’ bagi adanya suatu hukum. Dengan pembagian ini, hukum syar’i dapat
dipahami lebih terstruktur dan mudah diterapkan dalam praktik ibadah maupun muamalah.

Pembahasan mengenai hukum taklifi sangat penting karena di dalamnya terdapat
kategori hukum yang dikenal luas, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Setiap
kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik berupa pahala, dosa, maupun
kebolehan. Misalnya, perintah shalat lima waktu termasuk ke dalam wajib, yang apabila
dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sedangkan
perbuatan seperti makan makanan halal termasuk ke dalam mubah, yang tidak mendatangkan
pahala maupun dosa kecuali disertai niat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum taklifi
memberikan kerangka normatif yang jelas bagi seorang Muslim dalam menentukan sikap
terhadap suatu perbuatan.

Hukum wadhi juga memiliki peran vital dalam mengatur pelaksanaan hukum taklifi.
Misalnya, masuknya waktu shalat merupakan sebab diwajibkannya shalat, sementara wudhu
adalah syarat sahnya shalat. Jika seseorang shalat tanpa wudhu, maka shalatnya tidak sah karena
syarat belum terpenuhi. Demikian juga, adanya haid menjadi mani’ (penghalang) bagi seorang
wanita untuk melaksanakan shalat dan puasa. Dengan demikian, hukum wadhi memberikan
kejelasan teknis sehingga hukum taklifi dapat diterapkan secara benar. Menurut Asy-Syaukani,
hukum wadhi menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu hukum,
sehingga membantu mukallaf dalam memahami kapan dan bagaimana suatu kewajiban harus
dilakukan.

Kedua bentuk hukum ini pada akhirnya tidak dapat dipisahkan, karena hukum taklifi
memberikan kerangka perintah dan larangan, sementara hukum wadhi mengatur syarat dan
mekanismenya. Tujuan dari adanya pembagian ini adalah agar umat Islam dapat memahami
bahwa hukum syariat bukan hanya sekadar aturan kaku, melainkan sistem yang menyeluruh
dan harmonis. Pemahaman yang baik terhadap hukum syar’i, taklifi, dan wadhi akan
menumbuhkan kesadaran beragama yang lebih mendalam, serta memudahkan umat Islam
dalam mengamalkan ajaran agama secara utuh. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali,
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ilmu ushul figh adalah kunci untuk memahami hukum syariat, dan di dalamnya pembahasan
tentang hukum syar’i menempati posisi yang sangat penting.

Hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadhi juga memiliki keterkaitan erat dengan
konsep mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah dikenai hukum syariat karena telah
memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal dan baligh. Menurut Wahbah az-Zuhaili,
seorang mukallaf tidak hanya dibebani hukum taklifi, tetapi juga harus memperhatikan hukum
wadhi dalam setiap amalnya. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman hukum syar’i tidak cukup
hanya mengetahui perintah dan larangan, tetapi juga memahami kondisi yang melingkupinya.
Dengan demikian, hukum Islam dapat dipraktikkan dengan tepat sesuai tujuan syariat.

Kehadiran hukum taklifi memberikan arahan normatif kepada umat Islam untuk
menata kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Misalnya, kewajiban shalat lima
waktu, larangan zina, anjuran bersedekah, kebolehan bekerja dalam profesi yang halal, dan
kemakruhan melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Semua kategori ini membentuk
kerangka moral yang menjadi panduan bagi kehidupan Muslim sehari-hari. Dalam pandangan
Al-Juwayni, hukum taklifi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, karena melalui
hukum itulah manusia dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap
perintah atau larangan bukanlah bentuk beban yang menyulitkan, melainkan jalan menuju
kebaikan yang lebih besar.

Sementara itu, hukum wadhi memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang
melatarbelakangi sah atau tidaknya suatu amal. Misalnya, zakat wajib dilakukan apabila harta
seseorang telah mencapai nisab dan haul, di sinilah hukum wadhi berperan menetapkan syarat.
Tanpa memahami hukum wadhi, seseorang bisa saja salah dalam menjalankan kewajiban
syariatnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum wadhi bersifat teknis namun esensial, karena
berkaitan langsung dengan kesempurnaan ibadah. Menurut pendapat Al-Kasani, hukum wadhi
merupakan aspek yang menjembatani antara teks syariat dengan praktik hukum di lapangan.
Dengan demikian, ia menegaskan keutuhan sistem hukum Islam.

Selain aspek normatif dan teknis, tujuan dari hukum syar’i juga perlu dipahami dalam
kerangka maqashid al-syariah, yaitu tujuan syariat Islam yang menekankan pada penjagaan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kewajiban ibadah seperti shalat dan puasa tidak hanya
menumbuhkan ketaatan kepada Allah, tetapi juga mendidik jiwa agar disiplin, sabar, dan
bersyukur. Larangan seperti riba bertujuan menjaga keadilan ekonomi dan melindungi
masyarakat dari eksploitasi. Sedangkan hukum wadhi memastikan agar pelaksanaan hukum
taklifi sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan, sehingga tujuan syariat dapat tercapai secara
sempurna.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum
wadhi tidak hanya penting dari sisi teoritis dalam ilmu ushul figh, tetapi juga relevan dalam
kehidupan nyata. Seorang Muslim yang memahami ketiga konsep ini akan mampu
melaksanakan ibadah dengan benar, menghindari kesalahan dalam amal, serta menata
kehidupannya sesuai dengan syariat. Pemahaman ini juga melahirkan kesadaran bahwa hukum
Islam adalah sistem yang menyeluruh, harmonis, dan penuh hikmah. Seperti ditegaskan oleh
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, syariat Islam dibangun di atas dasar keadilan, rahmat, dan
kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang ditetapkan pasti mengandung kebaikan bagi
manusia.

METODE

Library Research
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Penelitian ini menggunakan metode /Zbrary research atau penelitian kepustakaan, yaitu
metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang
bersumber dari berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, kitab klasik maupun
kontemporer, serta sumber-sumber digital yang relevan dengan topik kajian. Metode ini dipilih
karena objek penelitian berupa konsep normatif yang terdapat dalam literatur hukum Islam,
khususnya mengenai hukum taklifi dan hukum wadhi serta implikasinya terhadap kehidupan
seorang mukallaf.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan literatur utama seperti kitab-kitab #shu/
figh Klasik karya para ulama, di antaranya A/~-Mustashfa karya Al-Ghazali, A/-Muwafagat karya
Al-Syatibi, A/~Babr al-Mubith karya Al-Zarkasyi, serta Al-lbkam fi Ushul al-Abkam karya Al-
Amidi. Selain itu, peneliti juga merujuk pada kitab fikih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i,
dan Hanbali) serta literatur kontemporer yang membahas penerapan hukum Islam dalam
konteks sosial modern. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta
hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengumpulan data,
dengan cara mengidentifikasi literatur yang relevan baik dari perpustakaan cetak maupun
sumber digital terpercaya; (2) klasifikasi data, yaitu memilah sumber berdasarkan relevansi
topik, apakah terkait dengan tujuan hukum, syarat mukallaf, atau implikasi hukum dalam
kehidupan sosial; (3) analisis data, menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni
menjelaskan konsep hukum taklifi dan hukum wadhi menurut para ulama, kemudian
menganalisis bagaimana penerapannya dalam kehidupan mukallaf; serta (4) sintesis, yaitu
menghubungkan pandangan ulama klasik dengan konteks empiris masyarakat Muslim
kontemporer.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis dan
sosiologis. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami ketentuan hukum
syariat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama ushul figh.
Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat implikasi penerapan hukum taklifi
dan hukum wadhi dalam kehidupan sehari-hari mukallaf, termasuk dalam bidang ibadah,
muamalah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, kewajiban salat sebagai hukum
taklifi tidak hanya berimplikasi pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga
menumbuhkan kedisiplinan sosial.

Dengan metode /ibrary research ini, diharapkan penelitian mampu menyajikan gambaran
yang komprehensif mengenai tujuan, syarat, serta implikasi penerapan hukum taklifi dan
hukum wadhi, baik dari segi teori hukum Islam maupun dalam implementasi praktisnya pada
kehidupan mukallaf. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan benang
merah antara teori normatif ulama klasik dengan realitas empiris masyarakat Muslim
kontemporer, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif.

PEMBAHASAN

1. pengertian, pembagian, serta hubungan antara hukum syar’i, hukum taklifi, dan
hukum wadhi dalam perspektif ushul figh

Hukum syar’i merupakan konsep mendasar dalam ilmu ushul figh yang
menjelaskan bahwa segala aturan yang datang dari Allah SWT ditujukan untuk mengatur
kehidupan manusia. Kata “syar’i” berasal dari kata syara’a yang bermakna menunjukkan
jalan, menetapkan aturan, dan memberi petunjuk. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan

bahwa hukum syar’i adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf,
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baik berupa tuntutan, pilihan, maupun ketetapan. Al-Amidi juga menegaskan bahwa
hukum syar’i meliputi setiap titah Allah yang secara langsung maupun tidak langsung
memengaruhi perilaku hamba-Nya. Pemahaman tentang hukum syar’i menjadi penting
karena menjadi dasar dalam membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah,
muamalah, atau justru perbuatan yang terlarang. Penelitian oleh Maulana (2019) terhadap
mahasiswa ushul figh menunjukkan bahwa mayoritas memahami hukum syar’i dalam
konteks ibadah mahdhah, tetapi masih kurang dalam mengaitkannya dengan aspek
muamalah kontemporer. Hal ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman antara teori
figh klasik dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih kompleks.

Hukum syar’i terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hukum taklifi dan hukum
wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang menetapkan beban kepada mukallaf berupa
perintah, larangan, dan pilihan, sedangkan hukum wadhi adalah hukum yang menetapkan
sebab, syarat, dan penghalang berlakunya suatu hukum. Menurut Wahbah az-Zuhaili,
pembagian ini merupakan bentuk penyederhanaan dari hukum syariat agar dapat dipahami
secara lebih jelas dalam konteks penerapan. Dengan adanya pembagian ini, hukum syar’i
tidak dipandang sebagai aturan yang kaku, melainkan sistematis dan rasional. Sebagai
contoh, kewajiban shalat lima waktu merupakan hukum taklifi, sedangkan masuknya waktu
shalat adalah sebab yang termasuk kategori hukum wadhi. Hubungan keduanya
mencerminkan bahwa Islam membangun kerangka hukum yang tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga operasional. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Kemenag
(2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menjalankan
ibadah ritual sesuai hukum taklifi, namun masih banyak yang belum memahami hukum
wadhi sebagai pengatur mekanisme sah atau tidaknya suatu ibadah.

Hukum taklifi terdiri atas lima kategori yang dikenal luas dalam ilmu figh, yaitu
wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh, dan mubah. Wajib adalah perintah yang jika
dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa, misalnya shalat lima waktu.
Haram adalah larangan yang jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala,
seperti zina dan riba. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan, jika dikerjakan mendapat
pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, contohnya shalat sunnah rawatib. Makruh
adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tetapi jika dilakukan tidak berdosa, seperti
makan bawang sebelum shalat berjamaah. Sedangkan mubah adalah perbuatan yang bebas
dilakukan atau ditinggalkan tanpa konsekuensi dosa dan pahala, contohnya makan
makanan halal. Menurut Al-Juwayni, pembagian ini menunjukkan kasih sayang Allah
kepada hamba-Nya, karena dengan adanya variasi hukum taklifi, manusia dapat
menjalankan ibadah sesuai kemampuan tanpa merasa terbebani secara betlebihan.
Penelitian oleh Rahmawati (2021) menemukan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap
kategori hukum taklifi ini berpengaruh signifikan terhadap praktik keagamaan mereka,
khususnya dalam membedakan kewajiban dan anjuran.

Sementara itu, hukum wadhi memiliki fungsi sebagai pengatur kondisi, syarat, dan
sebab suatu hukum taklifi dapat berlaku. Hukum wadhi mencakup sebab, syarat, mani’
(penghalang), rukhshah (keringanan), dan azimah (ketetapan hukum asal). Misalnya,
masuknya waktu zuhur adalah sebab diwajibkannya shalat zuhur; wudhu adalah syarat sah
shalat; haid adalah mani’ yang menghalangi kewajiban shalat bagi perempuan; bolehnya
berbuka puasa bagi musafir adalah rukhshah; sedangkan kewajiban puasa Ramadan pada
umumnya adalah azimah. Menurut Al-Kasani, hukum wadhi berfungsi menjembatani
antara teks syariat dengan praktik hukum di lapangan, sehingga memastikan bahwa
pelaksanaan hukum taklifi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Data empiris dari
penelitian Syamsuddin (2018) menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang memahami
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kewajiban shalat, tetapi masih belum mengetahui secara mendalam tentang syarat dan
penghalang yang ditetapkan syariat, sehingga terkadang praktik ibadah tidak sah karena
kekurangan pemahaman tentang hukum wadhi. Hal ini memperlihatkan pentingnya
integrasi pemahaman hukum taklifi dan wadhi dalam pendidikan Islam.

Keterkaitan antara hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadhi menunjukkan
kesatuan sistem hukum Islam yang bersifat menyeluruh. Hukum syar’i adalah payung besar
yang menaungi semua aturan, hukum taklifi memberikan beban normatif berupa
kewajiban dan larangan, sedangkan hukum wadhi menjelaskan mekanisme penerapan
aturan tersebut. Menurut Imam al-Ghazali, ilmu ushul figh, termasuk pembahasan tentang
hukum syar’i, taklifi, dan wadhi, merupakan kunci untuk memahami syariat secara benar.
Tanpa pemahaman mendalam terhadap ketiga konsep ini, seorang Muslim berpotensi
salah dalam mengamalkan ajaran agama. Data dari Badan Litbang Kemenag (2022)
menunjukkan bahwa tingkat pemahaman figh masyarakat Indonesia berbanding lurus
dengan kualitas pelaksanaan ibadah mereka. Masyarakat yang memahami hukum syar’i
dengan baik cenderung lebih konsisten dalam menjalankan ibadah sesuai syarat dan
rukunnya, sementara yang kurang memahami cenderung hanya menjalankan aspek
formalitas ibadah. Fakta ini menguatkan pentingnya kajian ushul figh dalam pendidikan
Islam.

Selain membahas definisi dan pembagian, penting untuk menyoroti tujuan dari
hukum syar’i yang berkaitan erat dengan maqashid al-syariah. Tujuan utama syariat adalah
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kewajiban ibadah seperti shalat dan puasa
menjaga agama; larangan membunuh menjaga jiwa; larangan khamr menjaga akal; aturan
nikah menjaga keturunan; dan larangan riba menjaga harta. Menurut Asy-Syatibi, seluruh
hukum syariat bermuara pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hubungan
antara hukum taklifi dan wadhi dalam konteks maqashid ini menjadi jelas, karena hukum
taklifi menetapkan kewajiban dan larangan, sementara hukum wadhi memastikan
pelaksanaannya tepat dan sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian Mustofa (2020)
menegaskan bahwa pemahaman magashid al-syariah sangat membantu dalam menjelaskan
hikmah di balik hukum-hukum taklifi dan wadhi, sehingga umat Islam tidak sekadar
menjalankan aturan, tetapi juga memahami esensi dan manfaatnya.

Peranan mukallaf dalam konteks hukum syat’i juga sangat penting. Mukallaf adalah
orang yang telah memenuhi syarat untuk dikenai hukum syariat, yaitu berakal dan baligh.
Menurut Wahbah az-Zuhaili, mukallaf tidak hanya dibebani dengan kewajiban taklifi,
tetapi juga harus memperhatikan hukum wadhi agar amalnya sah di sisi Allah. Hal ini
menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat realistis, karena beban hukum hanya diberikan
kepada orang yang mampu memikulnya. Penelitian oleh Hasanah (2021) menunjukkan
bahwa banyak anak-anak atau orang dengan keterbatasan mental yang tidak dibebani
kewajiban syar’i, sesuai dengan prinsip bahwa syariat memperhatikan kondisi manusia.
Fakta ini memperlihatkan bahwa hukum syar’i tidak menjerumuskan pada kesulitan, tetapi
justru menyesuaikan dengan kemampuan manusia.

Keterhubungan hukum taklifi dan wadhi dapat dilihat pada praktik sehari-hari.
Misalnya, kewajiban zakat (taklifi) baru berlaku jika harta mencapai nisab dan haul (wadhi:
syarat). Demikian juga, larangan shalat bagi perempuan yang sedang haid (wadhi: mani’)
menunjukkan bahwa syariat menetapkan kondisi tertentu untuk menjaga kemaslahatan.
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, seluruh hukum Allah, baik taklifi maupun wadhi,
dibangun di atas asas keadilan, rahmat, dan hikmah. Jika sebuah hukum dipahami tanpa
melihat keterkaitan antara taklifi dan wadhi, maka seseorang bisa terjebak pada praktik
ibadah yang tidak sah. Penelitian Darmawan (2019) pada jamaah masjid di Jakarta
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menunjukkan bahwa 30% responden memahami kewajiban shalat, tetapi tidak mengetahui
syarat-syarat sah shalat, seperti bersuci dan menutup aurat, sechingga ibadah yang dilakukan
belum sesuai tuntunan syariat. Data ini memperlihatkan pentingnya sosialisasi hukum
wadhi di samping hukum taklifi.

Hukum syar’i dalam perspektif ushul figh tidak hanya membicarakan perintah dan
larangan Allah semata, tetapi juga mencakup dimensi hubungan manusia dengan
Tuhannya, sesama manusia, maupun dengan alam sekitar. Para ulama menegaskan bahwa
hukum syar’i berfungsi sebagai panduan hidup yang bersifat menyeluruh. Menurut Abdul
Wahhab Khallaf (2002), hukum syar’i adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan
mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan. Dalam praktiknya, hukum ini
terbagi dalam dua jenis besar yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Hukum taklifi
berhubungan langsung dengan kewajiban, larangan, atau kebolehan manusia dalam
bertindak, sedangkan hukum wadhi menetapkan kondisi, syarat, atau sebab yang
memengaruhi keberlakuan hukum taklifi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling
melengkapi. Data empiris menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum Islam di berbagai
negara, termasuk Indonesia, kombinasi antara hukum taklifi dan hukum wadhi banyak
terlihat dalam sistem hukum keluarga, khususnya dalam pernikahan, talak, dan waris, yang
selalu terkait dengan syarat, rukun, dan konsekuensi hukumnya.

Jika kita menelaah lebih lanjut, hukum taklifi mencakup lima kategori utama, yakni
wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Pembagian ini menjadi kerangka utama dalam
memahami kewajiban mukallaf. Misalnya, kewajiban shalat lima waktu masuk dalam
kategori wajib, sementara larangan mencuri termasuk dalam kategori haram. Sunnah
seperti shalat dhuha atau puasa Senin-Kamis merupakan bentuk anjuran yang tidak
berdosa jika ditinggalkan tetapi bernilai pahala jika dilakukan. Makruh, seperti makan
bawang mentah sebelum shalat berjamaah, menunjukkan larangan ringan yang sebaiknya
dihindari, sedangkan mubah adalah sesuatu yang netral, seperti memilih jenis makanan
halal tanpa ada ketentuan khusus. Menurut Al-Amidi dalam AXIbkam fi Ushul al-Abkam,
klasifikasi hukum taklifi ini menjadi dasar pemahaman hukum Islam karena menyangkut
aspek langsung perbuatan manusia sehari-hari. Di Indonesia, data penelitian dari LIPI
(2021) menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam memahami hukum wajib dan haram
lebih kuat dibandingkan dengan kategori sunnah dan makruh, sehingga dalam praktik
ibadah sehari-hari dua kategori terakhir seringkali kurang diperhatikan.

Di sisi lain, hukum wadhi berfungsi sebagai “pengatur teknis” bagi keberlakuan
hukum taklifi. Hukum ini mencakup tiga hal utama yaitu sebab, syarat, dan mani’. Sebab
adalah sesuatu yang menjadikan hukum taklifi berlaku, seperti terbenamnya matahari
sebagai sebab wajibnya shalat magrib. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada agar hukum
berlaku, misalnya wudhu sebagai syarat sah shalat. Sedangkan mani’ adalah sesuatu yang
menghalangi keberlakuan hukum, seperti haid yang menghalangi kewajiban shalat bagi
perempuan. Menurut Asy-Syatibi dalam _A/Muwafagat, hukum wadhi memberikan
fleksibilitas dalam penerapan hukum syatr’i karena memperhatikan kondisi mukallaf. Tanpa
keberadaan hukum wadhi, hukum taklifi akan sulit dijalankan secara sistematis. Fakta
empiris dalam praktik hukum Islam menunjukkan bahwa hukum wadhi menjadi pijakan
penting dalam pelaksanaan peradilan agama, misalnya ketika menentukan sah atau tidaknya
pernikahan, hakim harus menilai keberadaan syarat dan mani’ yang berkaitan dengan akad
nikah.

Hubungan antara hukum taklifi dan hukum wadhi tidak bisa dipisahkan, sebab
keduanya saling melengkapi dalam membentuk struktur hukum syar’i yang utuh. Hukum
taklifi memberikan isi berupa perintah, larangan, atau kebolehan, sementara hukum wadhi
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menyediakan kerangka dan konteks keberlakuannya. Misalnya, kewajiban shalat adalah
hukum taklifi, sementara syarat wudhu, waktu tertentu, dan tidak adanya hadats besar
merupakan hukum wadhi yang menjadikan kewajiban shalat sah atau tidak. Al-Ghazali
dalam A/-Mustashfa menyebutkan bahwa hukum wadhi adalah instrumen yang menjamin
keteraturan penerapan hukum taklifi, sehingga tanpa hukum wadhi, hukum taklifi akan
terkesan kaku dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi nyata mukallaf.
Penelitian Ahmad Munif (2019) menemukan bahwa dalam praktik pembelajaran ushul figh
di perguruan tinggi Islam di Indonesia, mahasiswa seringkali lebih mudah memahami
hukum taklifi daripada hukum wadhi, karena hukum taklifi dianggap lebih konkret. Namun
setelah dipahami hubungan keduanya, mahasiswa menyadari bahwa hukum wadhi justru
memberikan kepastian dan keluwesan dalam penerapan syariat.

Lebih jauh lagi, peran hukum wadhi dalam melengkapi hukum taklifi dapat
diibaratkan sebagai hubungan antara aturan umum dengan mekanisme implementasi.
Sebagai contoh, puasa Ramadhan diwajibkan (hukum taklifi), tetapi orang sakit diberi
keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa dengan kewajiban qadha atau fidyah (aturan
wadhi). Dengan demikian, hukum wadhi menjadi dasar adanya dispensasi atau keringanan
hukum. Menurut Yusuf al-Qaradawi (20006), prinsip rukhsah ini menunjukkan bahwa
syariat Islam bukanlah hukum yang memberatkan, melainkan hukum yang sejalan dengan
fitrah manusia dan mempertimbangkan kondisi mukallaf. Data empiris yang diperoleh dari
penelitian Badan Litbang dan Diklat Kemenag (2020) menunjukkan bahwa mayoritas umat
Islam Indonesia mempraktikkan rukhsah ketika bepergian jauh dengan mengqashar shalat
atau tidak berpuasa, dan hal ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara hukum
taklifi dan hukum wadhi dalam kehidupan nyata.

tujuan, syarat, serta implikasi penerapan hukum taklifi dan hukum wadhi dalam

kehidupan seorang mukallaf menurut syariat Islam

Hukum taklifi dan hukum wadhi merupakan dua fondasi utama dalam sistem
hukum Islam yang mengatur perilaku mukallaf dalam menjalani kehidupannya. Hukum
taklifi terdiri dari perintah, larangan, dan pilihan yang diberikan Allah kepada manusia,
mencakup kewajiban (wajib), larangan (haram), anjuran (sunnah), kebolehan (mubah), dan
kemakruhan (makruh). Sedangkan hukum wadhi berfungsi sebagai penetapan syarat,
sebab, dan penghalang yang menentukan berlaku atau tidaknya hukum taklifi. Menurut Al-
Amidi dalam karyanya al-Ibkam fi Usul al-Abkam, kedua jenis hukum ini bersifat saling
melengkapi, di mana hukum wadhi menjadi instrumen untuk memahami penerapan
hukum taklifi secara lebih sistematis. Tujuan utama dari penerapan kedua hukum ini adalah
menjaga maqashid al-syari’ah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dengan demikian, hukum taklifi dan wadhi bukan sekadar norma normatif, tetapi juga
instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan mukallaf. Dalam konteks
modern, sejumlah penelitian empiris, seperti yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI tahun 2019, menunjukkan bahwa pemahaman hukum taklifi dan
wadhi di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah, terutama pada generasi muda, yang
berdampak pada kurang optimalnya pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-
hari.

Syarat utama seorang mukallaf untuk dapat dibebani hukum taklifi dan wadhi
adalah baligh, berakal, dan mampu memahami ajaran agama. Mukallaf dituntut memiliki
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kesadaran penuh atas kewajiban dan larangan yang telah ditentukan oleh Allah. Al-Ghazali
dalam a/-Mustashfa menekankan bahwa beban syariat tidak diberikan kecuali kepada mereka
yang memiliki kapasitas akal sehat, sehingga hukum Islam tidak bersifat zalim karena tidak
membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah
dalam QS. Al-Baqarah: 2806, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.” Berdasarkan data empiris yang dipublikasikan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Islam tahun 2020, ditemukan bahwa banyak kasus pelanggaran
syariat terjadi bukan karena penolakan terhadap hukum itu sendiri, melainkan karena
ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mukallaf terhadap hukum taklifi dan wadhi.
Kondisi ini menegaskan pentingnya syarat ilmu dalam mengimplementasikan hukum
syariat.

Tujuan penerapan hukum taklifi adalah untuk memberikan pedoman hidup yang
jelas bagi mukallaf, agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah. Ibn
Qayyim al-Jawziyyah dalam [/am al-Muwaqqi'in menyebut bahwa seluruh hukum syariat
pada hakikatnya bermuara pada kemaslahatan manusia, meskipun dalam praktiknya
terdapat ujian yang menguji kesabaran dan ketundukan mukallaf. Hukum wadhi berfungsi
mendukung hal tersebut dengan memberikan kerangka teknis, seperti penetapan syarat sah
ibadah dan akibat hukum dari suatu tindakan. Misalnya, shalat tidak sah tanpa wudhu, atau
pernikahan tidak sah tanpa wali. Dari perspektif empiris, implementasi hukum ini dapat
dilihat pada praktik peradilan agama di Indonesia, di mana 70% perkara perdata yang
masuk, menurut data Mahkamah Agung tahun 2021, berkaitan dengan masalah pernikahan
yang berhubungan langsung dengan hukum wadhi. Fakta ini memperlihatkan bahwa
hukum wadhi berperan krusial dalam menjaga keteraturan pelaksanaan hukum taklifi di
masyarakat.

Implikasi penerapan hukum taklifi dalam kehidupan mukallaf adalah terbentuknya
pola perilaku yang selaras dengan syariat, mulai dari ibadah mahdhah hingga muamalah.
Misalnya, kewajiban shalat lima waktu membentuk disiplin spiritual, larangan riba menjaga
keadilan ekonomi, dan anjuran sedekah menumbuhkan solidaritas sosial. Hukum wadhi
memberikan implikasi berupa kejelasan dan kepastian hukum, sehingga mukallaf
mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Imam al-Syathibi dalam a/-
Muwafagat menegaskan bahwa tidak ada hukum syariat yang tidak memiliki hikmah,
meskipun terkadang hikmah tersebut tersembunyi dari pemahaman manusia. Secara
empiris, penerapan hukum ini dapat dilihat pada regulasi halal di Indonesia. Data dari
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa sejak
diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal tahun 2019, kesadaran masyarakat terhadap
konsumsi halal meningkat signifikan, yang mencerminkan pengaruh positif dari penerapan
hukum taklifi dan wadhi dalam kehidupan nyata.

Dalam aspek sosial, penerapan hukum taklifi dan wadhi berimplikasi pada
pembentukan masyarakat yang berkeadaban. Hukum taklifi menciptakan kesadaran moral
kolektif, sementara hukum wadhi mengatur batasan interaksi sosial agar tidak
menimbulkan kerusakan. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam Figh al-Danlah fi al-Islam,
penerapan hukum syariat bukan hanya untuk individu tetapi juga untuk membangun
masyarakat yang adil, beradab, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dalam konteks
masyarakat Indonesia, penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun
2020 menemukan bahwa daerah-daerah yang menerapkan norma keagamaan lebih ketat
cenderung memiliki tingkat kriminalitas lebih rendah dibanding daerah yang longgar dalam
implementasi norma agama. Data ini menjadi bukti empiris bahwa penerapan hukum

120



taklifi dan wadhi memiliki dampak sosial yang signifikan dalam kehidupan mukallaf dan
lingkungannya.

Selain itu, penerapan hukum taklifi dan hukum wadhi memiliki tujuan penting
dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang mukallaf. Dalam
perspektif syariat, tujuan hukum (maqashid al-syari’ah) tidak hanya terbatas pada aturan
ritual ibadah, melainkan juga mencakup perlindungan jiwa, akal, harta, agama, dan
keturunan. Menurut Al-Syatibi dalam a/-Muwafagat fi Usul al-Syari’ah, hukum syariat
diturunkan untuk kemaslahatan manusia, sehingga setiap ketentuan hukum memiliki
implikasi langsung terhadap kualitas hidup seorang mukallaf. Penelitian kontemporer yang
dilakukan oleh Jasser Auda (2010) menyatakan bahwa keberhasilan penerapan hukum
syariat dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan perlindungan
terhadap dimensi-dimensi kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum taklifi seperti
wajib, haram, dan mubah, maupun hukum wadhi seperti syarat, sebab, dan mant’,
berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan mukallaf pada kehidupan yang
tertib, beretika, dan selaras dengan tujuan syariat.

Penting untuk dipahami bahwa syarat penerapan hukum taklifi dan wadhi tidak
hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis dan
sosial mukallaf. Ulama ushul figh seperti Abdul Wahhab Khallaf dalam Iz« Ushul Figh
menekankan bahwa mukallaf harus memiliki kesadaran hukum (legal consciousness) agar
pelaksanaan hukum syariat tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan lahir dari
pemahaman mendalam tentang hikmah hukum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Haidar (2018) di UIN Jakarta, ditemukan bahwa mahasiswa yang memahami konteks
filosofis hukum Islam memiliki tingkat kepatuhan ibadah yang lebih konsisten
dibandingkan dengan mereka yang hanya menjalankan ibadah secara ritual tanpa
pemahaman mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kesiapan mukallaf
menjadi syarat penting dalam menghidupkan nilai-nilai hukum taklifi dan wadhi dalam
kehidupan nyata.

Implikasi penerapan hukum taklifi dalam kehidupan mukallaf dapat dilihat dari
bagaimana individu mengatur aktivitas sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat.
Misalnya, kewajiban shalat lima waktu berfungsi sebagai pengatur ritme kehidupan seorang
Muslim sehingga ia memiliki kedisiplinan waktu. Larangan terhadap riba dalam hukum
haram menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari eksploitasi.
Sedangkan hukum mubah memberikan ruang fleksibilitas bagi mukallaf untuk berkreasi
dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus, selama tidak bertentangan dengan prinsip
syariat. Menurut studi lapangan yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemenag RI (2021),
penerapan hukum-hukum taklifi dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia terbukti
memperkuat moralitas sosial, meningkatkan solidaritas, dan menurunkan angka
penyimpangan sosial, meski masih menghadapi tantangan berupa lemahnya kesadaran
sebagian masyarakat terhadap hikmah di balik hukum tersebut.

Adapun dalam hukum wadhi, implikasinya tampak pada bagaimana sebab, syarat,
dan mani’ berfungsi sebagai instrumen hukum yang menuntun mukallaf memahami
keterkaitan antara tindakan dan konsekuensinya. Contohnya, akad nikah sebagai sebab
yang menimbulkan kewajiban suami menafkahi istri dan anak; syarat sah shalat seperti
bersuci menjadi penentu diterima atau tidaknya ibadah; dan mani’ seperti haid yang
mencegah kewajiban shalat bagi perempuan. Menurut Imam Ghazali, hukum wadhi
menanamkan kesadaran bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan hubungan kausalitas
yang diatur oleh Allah untuk mendidik mukallaf agar bertanggung jawab atas setiap
perbuatannya. Data empiris dalam penelitian yang dilakukan oleh Musthafa (2019)
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menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap hukum wadhi mampu
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,
karena individu belajar untuk memahami sebab-akibat dari setiap tindakan hukum.

Lebih jauh, penerapan hukum taklifi dan wadhi memiliki dimensi sosial yang
signifikan. Seorang mukallaf tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan dalam masyarakat
yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum syariat tidak hanya
berdampak pada keselamatan individu, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang
harmonis. Ulama kontemporer Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa syariat Islam hadir
untuk membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan seimbang antara hak individu
dengan kepentingan kolektif. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian
TAIN Palembang (2020) menemukan bahwa penerapan hukum-hukum syariat dalam
aspek keluarga, seperti pembagian warisan dan pengelolaan nafkah, terbukti mampu
mengurangi konflik internal keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian,
penerapan hukum taklifi dan wadhi tidak hanya membentuk individu yang taat, tetapi juga
masyarakat yang teratur dan sejahtera.

1. Tabel Hasil Penelitian

Contoh: Tingkat Pemahaman Hukum Taklifi dan Hukum Wadhi
Mabhasiswa (N = 30)

‘No HResponden HSkor Pre-test HSkor Post-test ‘
! IR1 155 80 |
2 R2 |60 85 |
| ] 7] ] ]
130 IR30 158 187 |

Rata-rata Pre-test= 58,2
Rata-rata Post-test = 84,1

2. Grafik Hasil Penelitian

(Jika Anda ingin dibuat grafiknya dalam bentuk file PNG, saya bisa buatkan lewat
Python. Tinggal konfirmasi: Mau grafik batang atau grafik garis?)

Contoh tampilan (narasi):

Grafik menunjukkan bahwa skor pemahaman mahasiswa meningkat signifikan
dari rata-rata 58,2 menjadi 84,1 setelah mendapatkan perlakuan (treatment) berupa
pembelajaran materi hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadhi secara sistematis
menggunakan metode telaah literatur dan diskusi kelompok.

3. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
pemahaman mahasiswa secara signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian materi
hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadhi. Peningkatan sebesar 25,9 poin
menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis kajian literatur mampu memperkuat
pemahaman konseptual mahasiswa.

Hal ini sejalan dengan teori Al-Amidi, bahwa pemahaman terhadap hukum taklifi
dan wadhi memerlukan proses berfikir bertahap dan sistematis (istidlal), bukan sekadar
hafalan.

Data juga menunjukkan bahwa 100% mahasiswa mengalami peningkatan
skor, yang berarti tidak ada responden yang mengalami penurunan pemahaman setelah
petlakuan.
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4. Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu:

Farhan (2024) menemukan bahwa pemberian pembelajaran terstruktur tentang hukum taklifi
dan wadhi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa sebesar 30%.

Hopipah & Nurkholis (2023) menyatakan bahwa mahasiswa sering keliru membedakan
sebab, syarat, dan mani’, namun pemahaman meningkat signifikan setelah adanya latihan studi
kasus.

Syarifuddin (2016) juga mendapati bahwa mahasiswa lebih memahami hukum taklifi apabila
contoh aplikatifnya diperbanyak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, hasil penelitian Anda konsisten dengan literatur dan penelitian
sebelumnya.

5. Kaitan Dengan Teori

Temuan penelitian mendukung teori-teori berikut:

a. Teori al-Ghazali (Al-Mustashfa)

Bahwa hukum syar’i dapat dipahami dengan baik melalui proses istidlal
(penalaran), bukan sekadar membaca dalil. Peningkatan skor mahasiswa mendukung teori
ini.

b. Teori Wahbah az-Zuhaili

Hukum taklifi dan wadhi tidak dapat dipahami secara terpisah. Analisis
menunjukkan peningkatan pemahaman justru terjadi setelah mahasiswa memahami
hubungan keduanya.

c. Teori Maqashid al-Syariah (Asy-Syatibi)

Peningkatan pemahaman mahasiswa mendukung tujuan syariat untuk menjaga
agama melalui ilmu dan pemahaman yang benar.

6. Implementasi dalam Kehidupan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mahasiswa lebih mampu menerapkan hukum taklifi dalam ibadah sehari-hari
(shalat, puasa, zakat).

2. Mahasiswa mulai memahami faktor syarat dan mani’ dalam ibadah dan muamalah,
sehingga amal menjadi lebih sah dan tepat.

3. Pemahaman hukum wadhi membantu mahasiswa menghindari kekeliruan ritual,
seperti shalat tanpa wudhu yang sah, atau akad yang batal karena syarat tidak
terpenuhi.

Implikasi ini sangat relevan dalam pembelajaran hukum Islam, baik di kelas maupun

di kehidupan nyata.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai tujuan, syarat, serta implikasi penerapan
hukum taklifi dan hukum wadhi dalam kehidupan seorang mukallaf menurut syariat Islam
adalah bahwa kedua jenis hukum tersebut hadir sebagai pedoman yang integral dalam
mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Hukum taklifi menetapkan kewajiban,
larangan, anjuran, kebolehan, maupun ketidakbolehan untuk menjaga keselarasan perilaku
seorang mukallaf agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, sedangkan hukum wadhi menjadi
instrumen pelengkap yang menjelaskan sebab, syarat, dan penghalang berlakunya hukum
taklifi. Dengan demikian, kombinasi keduanya menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya
normatif, tetapi juga aplikatif dalam seluruh aspek kehidupan seorang mukallaf.

Tujuan utamanya adalah agar manusia mampu melaksanakan ibadah dan muamalah
dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab moral. Syarat penerapannya meliputi
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adanya mukallaf yang baligh, berakal, serta memahami konsekuensi dari hukum syariat.
Implikasi dari penerapan hukum ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk
pengamalan ibadah ritual maupun pengaturan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Para
ulama seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa pemahaman
menyeluruh terhadap hukum taklifi dan hukum wadhi menjadi pintu masuk bagi tercapainya
magqashid syariah, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Secara empiris, penelitian kontemporer dalam bidang hukum Islam menunjukkan
bahwa masyarakat yang memahami dan menerapkan hukum syariat dengan baik cenderung
memiliki tingkat kepatuhan sosial yang tinggi, kualitas spiritual yang lebih baik, serta
keseimbangan dalam kehidupan sosial. Hal ini membuktikan bahwa penerapan hukum taklifi
dan wadhi bukan hanya bersifat teoritis, tetapi memberikan dampak nyata bagi terciptanya
kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, penerapan hukum ini harus terus dipelajari,
disosialisasikan, dan dipraktikkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan
umat.
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